BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
S NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALlS TAHUN ANGGARAN 2012 ‘

: ﬁ,‘ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

~Menimbang  : .bahwa untuk memenuhl Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs
oo Nomor 1 Tahun 12012 tentang Anggaran Pendapatan -dan Belanja
’fDaerah Tahun Anggaran 2012, perlu dltetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Péndapatan dan Belanja Daerah Tahun
* Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran S
' Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 -

Mengingat - : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan;
o . Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 'Daerah Provinsi
~.Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk Indon351a Tahn 1956
;Nomor25) s it : R AT

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum| dan
- Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1985
" Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
- 3312) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor -
12'Tahun 1994 (Lembaran Negara" Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia = -
~ Nomor 3569); - : S

‘ ’3_.1.,Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan s

- .Negara yang Bersih dan’ Bebas darl Korupsi, Kolusi dan Nepotisme - -

" (Lembaran Negara  Republik “Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, =
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) '

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara' .
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun ' 2003 Nomor 47;
Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 4286)

5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
"~ Negara . (Lembaran - Negara Repubhk Indonesia  Tahun. 2004
Nemor 5/ Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia o
' ‘(Nomor4§55) g ,

~ 6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan

. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4400) ‘

7. Undang Undana Nomor 25 ‘Tahun = 2004 tentang Slstem :
Perencanaan Pen.bangunan Nasmnal (Tambahan Lembaran Negara :
: Repubhk Indonesia Tahun 2004 - Nomor 104 Lembaran Negara S
,Republlk Indonesua Nomor4421) aE : .



125, Tambahan Lembaran | ‘  Indone:
_ sebagaimana telah ~diubah beberapa  kali _terakhir dengan
' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
_atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

 Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor -
»}"59,"Tamba,han_Le_mbafan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
" Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
~10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan -
- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
. Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Nomor 4438);. , TR R AR
~ 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan -
' Peraturan - Perundang-undangan (Lembaran - Negara -Republik

2 Tahun 2004 tentang Pererintahan
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. - .
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4437y

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
. “Negara Republik Indonesia tahun 2004 -Nomor 90, Tambahan
" . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
" tentang Perubahan: Atas 'Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004
~ tentang ~ Kedudukan- Protokoler dan Keuangan Pimpinan  dan
~ Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540); 0 |
“13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
~ Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran- Negara Republik
_ Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
~Repunblik Indonesia Nomor 4502); ‘ ' -

'14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang - Standar
- Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Repunblik -

Indonesia Nomor 4503); - - C

'15.Peraturan Pemerintah ‘Nomor 54 Tahun'"2005“tehténg Pinjaman

. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Repunblik Indonesia Nomor
as74, el
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
-~ Nomor , 137, Tambahan Lembaran Negara Repunblik Indonesia
-+ Nomor 4575); SR e o R
- 17.Peraturan Pemerintah fNomor“ 56 Tahun 2005 tentang Sistem.
" Informasi Keuangdn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repunblik

~ Indonesia Nomor 4576); R ‘




1 9 Peraturan"',Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola n
Keuangan Daerah (Lembaran Negara“ Republlk Indonesia- Tahun -

Nomor 4578)

'320 Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan’w
- Lembaran Negara Repunbhk lndoneS|a Nomor 4585),

21.Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 - tentang Pedoman‘
Pembinaan = dan Pengawasan Penyelenggaraan ~Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2005 Nomor
165); e _

- 22. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
' Keuangan dan Kinerja  Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa E

~ Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran =

Negara Repunbllk Indonesna Nomor 4614)

~23. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian - e

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah ‘Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Jndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4737); ~

- 24. Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
’ Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dsaerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua
Nomor 5161) RS

25 Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 . tentang

' Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun :
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 26.‘ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 ‘Tahun 2011 tentang
-~ Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah
Tahun Anggaran 2011; :

- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008

" tentang Penyelenggaaan Urusan Pemenntahan Daerah Kabupaten
- Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008
‘Nomr 07)! :

' 28. Peratutan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009
- tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03),

29 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 1 Tahun 2012
~ tentang ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
: Bengkalls Tahun Anggaran 2012;




AHUN ANGGARAN 201

:-_,'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
ter ] n‘atas :

. 1 Pendapatan ‘ | | Uy | :
- a. Pendapatan Asli Daerah ~ Rp. 206.738.615.500,00
b Dana Penmbangan . v Rp 2. 216 177.885. 000,00 .
c. Lam Ialn pendapatan daerah yang sah Rp. 34 000.000.000,00

 Jumlah Pendapatan Rp- 2. 456 916.500.500, 0

2 Belanja

a Belanja Tldak Lansung . S , _
1) Belanja Pegawai ~ Rp. 771.006.341.373,35
2) Belanja Bunga : Rp o 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 10.568.950.677,00
4)BelanjaHibah = -~ Rp. . 212.580.760.933,00
5) Belanja Bantuan Sosnal .v -~ “Rp. = 3.712.560.000;00

: 6) Belanja Bagl Hasu T Rp. : 0,00

‘ 7) Belanja Bantuan Keuangan R Rp ’362;929.214‘.000,00

8) Bela_nja Tldak Terduga - - Rplrkfz'\ : 4.611.788.655,06

EENT IEE ' Rp. 1.365.409.555.638,41

y b'BeIénja Langsung "‘ . RN R ~
1) Belanja Pegawa| | | ‘Rp.  165.095.921.300,00

 2)BelanjaBarangdanJasa ~ ©  Rp. . 860.840.463.147,74
‘3)BelanjaModal - Rp. 1.345.260048.336.20
| e Rp. 2.371.206.332.784,03
~ Jumiah Belanja | .~ Rp. 3736615.888.42244
Surplus (Def|3|t) " Rp.(1.279.699.387.922,44)

3. Pemblayaan' ’ S N
o a Penerl‘maan . .Rp. 1604.573676.693,44

b. Peng‘eluaran‘ D  Ro. 324874288771,00 g
Jumlah Pemblayaan Netto Rp 1 279 699 387. 922 44
" Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Rp : . O 00

Tahun Berkenaan




‘Ringkasan Penjabaran . Anggaran Pendapatan dan Belanja"' Daerahif‘
'sebagaimana dlmaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lamplran S

‘v‘.'Peraturan Bupatl |n|

Pasal3 Co L

1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana .
dimaksud dalam pasal 1 dmncn Ieblh Ianjut dalam Lamplran I dan_-~
Lamplran ]| Peratutan Bupatn ini. .

| _Pasvélr4

- Lamplran sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan
baglan yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupatl ini.

Pasal 5

. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 'yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih  lanjut dalam
‘dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesual', ‘
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 6

| 'Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

LTAgar setlap orang mengetahumya ‘memerintahkan pengundangani‘,
Peraturan ‘Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
' Kabupaten Bengkahs

Dltetapkan d| Bengkahs

2'012_'

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal ©23 FEBRUARY. 20\)_

SEK ARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALlS
PN ST S P

, BERI'ItAquAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 4




